MATRIKS RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 -2019
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

RN

B PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp/ Fax No. (0766) 21031-22831
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

G



mailto:pn_bengkalis@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan. Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan dokumen perencanaan
yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Bengkalis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan Pengadilan Negeri Bengkalis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019, yang disusun
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Perumusan revieu rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah
proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bengkalis agar terlaksana
secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini
harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan,

dan visi yang telah ditetapkan.

"/ Dr. SUTARNG), SH, MH
\NiP."186808311996031001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

—
-—

Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan salah satu Pengadilan yang terdapat di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun
Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur
Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis
Riau. Wilayah hukum yang mencakup dalam Pengadilan Negeri Bengkalis adalah

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti.

Pengadilan Negeri Bengkalis adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
wilayah hukum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti berasaskan Pancasila dan
UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkalis terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
Kehakiman.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis. Rencana Strategis ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.
Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, baik

lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri



Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung
tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

.2 Potensi Permasalahan 1

e e

Dalam menganalisis potensi dan permasalahan pada Pengadilan Negeri
Bengkalis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang terdiri
dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan

ancaman.

1.2.1 ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (strength)

v Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Bengkalis

v Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.

v" Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai

Pengadilan Bengkalis.

b. Kelemahan (weakness)

v" Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai
yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan.

v/ Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai
karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan

yang diajukan.

1.2.2 ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang (opportunities)

v Sebagai unsur Muspida memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah
tidak hanya pemerintah kabupaten Bengkalis tetapi juga pemerintah

Kabupaten Meranti.



v' Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahaan
akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang
transparan.

v' Dalam melaksanakan tupoksi dan wewenang sebagai pengadilan tingkat
pertama diatur dalam undang undang.

v Telah memiliki Standar Operasional Prosedur pekerjaan.

b. Ancaman (threats)
v' Pengadilan Negeri Bengkalis berdekatan dengan negara tetangga seperti
Singapura dan Malaysia.
v' Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga
peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis harus terus meningkatkan
pelayanan terhadap publik agar dapat memberikan kepuasan terhadap para

pencari keadilan.



POTENSI DAN PERMASALAHAN

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

Memiliki kekuasaan dan |[v' Sumber daya manusia masih Sebagai unsur Muspida Pengadilan Negeri Bengkalis
kewenangan mengadili perkara kurang memadai karena memiliki hubungan baik berdekatan dengan negara
di wilayah hukum Pengadilan rekrutmen  pegawai  yang dengan pemerintah daerah tetangga seperti Singapura dan
Negeri Bengkalis diterima belum sesuai dengan tidak hanya pemerintah Malaysia.
Memiliki fungsi peradilan kapasitas dan keahlian yang kabupaten Bengkalis tetapi Masyarakat semakin kritis dan
independen, lepas dari dibutuhkan. juga pemerintah Kabupaten adanya sorotan masyarakat
pengaruh lembaga lain. Sarana dan prasarana yang Meranti. terhadap lembaga peradilan,
Pengambil keputusan dalam mendukung  tupoksi  masih Telah memanfaatkan sehingga Pengadilan Negeri
pertimbangan promosi dan kurang memadai karena teknologi  informasi  untuk Bengkalis harus terus
mutasi pegawai Pengadilan alokasi anggaran yang memberikan kemudahaan meningkatkan pelayanan
Bengkalis. diberikan belum sesuai dengan akses bagi para pihak dan terhadap publik agar dapat

kebutuhan yang diajukan. masyarakat dalam memberikan kepuasan

mendapatkan informasi yang

transparan.

Dalam melaksanakan tupoksi
dan wewenang sebagai
pengadilan  tingkat pertama

diatur dalam undang undang.
Standar
Operasional Prosedur pekerjaan.

Telah memiliki

terhadap para pencari keadilan.




BAB Il 2
VISI MISI DAN TUJUAN

11.1 VISI \

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis. Visi Pengadilan Negeri Bengkalis
mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS SEBAGAI BADAN
PERADILAN YANG AGUNG DAN BERMARTABAT”

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga peradilan yang
dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dalam memutus perkara.

11.2 MISI \

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.

4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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11.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3
satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan
ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bengkalis.
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kepastian hukum
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase perkara yang tidak mengajukan wupaya hukum banding,
kasasi, peninjauan kembali.
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
a. Peningkatan penyelesaian perkara
b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
d. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : Persentase
proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Tujuan ini dicapai
melalui sasaran :
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : Persentase responden
yang puas terhadap pelayanan peradilan Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

11.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019.
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Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri

Bengkalis Tahun 2016, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri

Bengkalis yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan penyelesaian perkara
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :

a. Banding

b. Kasasi

c. Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan

para pihak.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan secara zitting platz

c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
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Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti.

6. Peningkatan Pelayanan Prima dalam Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a.

b.

Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu

Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Indikator kinerja utama juga diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :



TABEL 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENJAA'\\IISE:NG SUMBER DATA

1. Meningkatnya a. Persentase mediasi yang | Perbandingan antara mediasi yang | Hakim Mediasi Laporan Bulanan

penyelesaian perkara diselesaikan proses dengan jumlah perkara yang | Panitera/Sekretaris | dan Laporan
diajukan mediasi. Tahunan

b. Persentase mediasi yang | Perbandingan antara mediasi yang | Hakim Mediasi Laporan Bulanan
diselesaikan menjadi | diproses dengan jumlah mediasi yang | Panitera/Sekretaris | dan Laporan
akte perdamaian. menjadi akte perdamaian. Tahunan

c. Persentase sisa perkara | Perbandingan sisa perkara yang | Hakim Majelis dan | Laporan Bulanan
yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang | Panitera/Sekretaris | dan Laporan

harus diselesaikan Tahunan

d. Persentase perkara yang | Perbandingan perkara yang | Hakim Majelis dan | Laporan Bulanan
diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang | Panitera/Sekretaris | dan Laporan

akan diselesaikan (saldo awal dan Tahunan
perkara yang masuk)

e. Persentase perkara yang | Perbandingan perkara yang | Hakim Majelis dan | Laporan Bulanan
diselesaikan dalam | diselesaikan dalam jangka waktu | Panitera/Sekretaris | dan Laporan
jangka waktu maksimal 5 | maksimal 5 bulan dengan perkara yang Tahunan
bulan harus diselesaikan dalam waktu

maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

2. Peningkatan Persentase penurunan upaya | Jumlah upaya hukum selama tahun | Hakim Majelis Laporan Bulanan
aksepbilitas putusan | hukum: berjalan (un) dibagi jumlah upaya dan Laporan
Hakim - Banding hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya Tahunan

- Kasasi hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus

- Peninjauan Kembali persen
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Peningkatan efektifitas | a. Persentase berkas yang | Perbandingan antara berkas yang | Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan
pengelolaan diajukan kasasi dan PK | diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dan Laporan
penyelesaian perkara yang disampaikan secara | (terdiri dari bundel A dan B) dengan Tahunan
lengkap jumlah berkas yang diajukan Kasasi
dan PK
Persentase berkas yang | Perbandingan antara berkas perkara | Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan
diregister dan siap | yang diterima Kepaniteraan dengan dan Laporan
didistribusikan ke Majelis | berkas perkara yang didistribusikan ke Tahunan
Majelis
. Ratio Majelis Hakim | Perbandingan ratio Majelis Hakim | Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan
terhadap perkara dibandingkan dengan perkara masuk Panitera/Sekretaris | dan Laporan
Tahunan
Peningkatan . Persentase perkara | Perbandingan perkara prodeo yang | Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan
aksesibilitas masyarakat prodeo yang diselesaikan | diselesaikan dengan perkara prodeo | Panitera/Sekretaris | dan Laporan
terhadap peradilan yang masuk Tahunan
(acces to justice)

. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang dibawa ke | Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan
dapat diselesaikan lokasi zetting plaat dengan jumlah | Panitera/Sekretaris | dan Laporan
dengan cara zetting plaat | perkara yang diselesaikan secara Tahunan

zetting plaat
Persentase (amar) | Perbandingan amar putusan perkara | Kepanitera/Kesekr | Laporan Bulanan
putusan perkara (yang | tindak pidana korupsi yang | etariatan dan Laporan
menarik perhatian | ditayangkan di wibe site dengan Tahunan

masyarakat) yang dapat
diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.

jumlah perkara tindak pidana korupsi
yang tidak ditayangkan
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Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.

a. Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara perdata yang
berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan
perkara perdata yang belum
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan &
Pan/Sek

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan




1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

——
-—

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan
menggunakan target dalam kurun waktu tertentu.
Program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :
a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
b. Pemberlakuan template putusan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
Pengadilan Negeri Bengkalis.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
1. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

2. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis, hal ini
diperuntukkan untuk Operasional persidangan.
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :
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1. Standar pelayanan peradilan

2. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Eksekusi

Page | 11
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BAB I
ARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN Il pembangunan hukum
periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang
berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan

daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan
bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Il (2015-2019) ditekankan
pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan
bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing.
Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman,
regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa
tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa
yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCl). Namun, permasalahan di
bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCl.
Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan
hukum adalah berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan
tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi
penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas
didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi
manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta

pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

Page | 22
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2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang
didukung peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan
antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak
pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,penguatan
kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak

pidana korupsi;

3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui
peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan
HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif

HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana
pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran
utama vyakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum
diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas;
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke
dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan
Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat
Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi;
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi
Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan;
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi
arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak
langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat

mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan
Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai
sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi

mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun
2015-2019, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menetapkan enam sasaran strategis yang
terdiri dari:

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

6. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta
sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2015-2019 adalah
dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh
terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai
lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang
tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu
tahun 2015-2019 vyang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri

Bengkalis untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis dapat direview dan terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana
pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap

kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki
pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran

program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.
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MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 2015-2019

INSTANSI Pengadilan Negeri Bengkalis
VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai badan peradilan yang agung dan bermartabat
MISI 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
TUJUAN SASARAN STRATEGI
NO TARGET TARGET
URAIAN INDIKATOR JANGKA URAIAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
MENENGAH
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya Pesentase  perkara 95% 1. Peningkatan a Persentase mediasi yang | 100% 20% 25% 28% 30% | 1 Bataswaktu Dukungan Pembinaan
kepastian hukum yang tidak penyelesaian diselesaikan penyelesaian manajemen Administrasi  dan
mengajukan  upaya perkara b  Persentase mediasi yang 50% 10% 15% 20% 25% perkara di dan Pengelolaan
hukum banding, diselesaikan menjadi akte Pengadilan pelaksanaan Keuangan Badan
kasasi,  peninjauan perdamaian tugas teknis | Urusan
kembali ¢ Persentase sisa perkara yang 2 Pemberlakuan lainnya Administrasi
diselesaikan template
1.Pidana 100% | 100% | 100% | 100% | 100% putusan
2.Perdata 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
d Persentase  perkara  yang
diselesaikan
1.Pidana 90% 85% 90% 95% 95%
2.Perdata 90% 85% 90% 95% 95%
e  Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 (lima)
bulan
1.Pidana 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.Perdata 100% 60% 65% 70% 75%

2 Peningkatan Pesentase perkara yang tidak
aksebilitas putusan mengajukan upaya hukum :
hakim a Banding 100% 92% 94% 96% 97%

p Kasasi 100% 92% 94% 96% 97%
¢ Peninjauan Kembali 100% | 92% | 94% | 96% | 97%

3 Peningkatan a  Persentase  berkas  yang | 100% | 100% |100% | 100% | 100% | 1 Standar Peningkatan Peningkatan
efektifitas diajukan  banding  yang Pelayanan manajemen manajemen
pengelolaan disampaikan secara lengkap Peradilan peradilan peradilan umum
penyelesaian b Persentase berkas yang 100% | 100% |100% 100% | 100% umum
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perkara diregister dan siap 2 Pemberlakuan
didistribusikan ke Majelis Standar
c Persentase 100% | 100% | 100% 100% | 100% Operasional
penyampaian Prosedur
pemberitahuan relaas Eksekusi
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
d Persentase penyitaan 100% | 100% |100% 100% | 100%
tepat  waktu dan
tempat
e Ratio Majelis Hakim 1:100 | 1:100 |1:110 1:120 | 1:130
terhadap perkara
Peningkatan Persentase putusan pengadilan Peningkatan Pengadaan
kepatuhan perkara perdata berkekuatan - | 100% | 100% | 100% | 100% sarana dan | Sarana dan
terhadap putusan | hukum tetap yang prasarana Prasarana di
pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi) aparatur Lingkungan
Mahkamah Mahkamah Agung
Agung
Keterjangkauan | Persentase proses 100% Peningkatan a Persentase prodeo yang | 100% 90% 92% 95% 97% | 1 Pedoman Peningkatan Pengadaan
pelayanan penyelesaian aksesibilitas diselesaikan pemberian sarana dan | Sarana dan
badan perkara yang masyarakat b Persentase perkara yang | 100% | 18% | 21% | 23% | 25% layanan prasarana Prasarana di
peradilan dapat terhadap dapat diselesaikan secara hukum bagi | @paratur Lingkungan
dipublikasikan. peradilan  (acces Zitting platz masyarakat Mahkamah Mahkamah Agung
to justice) ¢ Persentase proses 100% | 30% | 40% | 50% | 60% tidak mampu Agung
penyelesaian perkara yang di Pengadilan
dapat dipublikasikan
Memenuhi Persentase 90% Peningkatan a Persentase pengelolaan - 95% 95% 95% 95% |2 Penerapan Dukungan
kebutuhan dan reponden yang pelayanan prima aparatur peradilan yang sistem manajemen
kepuasan puas terhadap dalam ) diselesaikan tepat waktu informasi dan
masyarakat pelayanan penyelesaian Manajemen pelaksanaan
pencari peradilan perkara b Persentase pengelolaan - 95% 96% 97% 98% perkara tugas teknis
keadilan keuangan peradilan tepat berbasis lainnya
waktu elektronik Mahkamah
Agung
c Persentase pengelolaan - 80% 85% 90% 95% |3 Pedoman
Barang Milik Negara pengawasan
peradilan tepat waktu di Lingkungan
Peradilan
d Persentase pegawai yang | 100% 100% | 100% | 100% | 100%
lulus diklat teknis non 4  Pola promosi
yudisial Hakim dan
Kepaniteraan
e Persentase pengaduan | 100% 80% 85% 90% 95% di lingkungan
masyarakat peradilan yang peradilan
ditindaklanjuti
5 Pembinaan
f Persentase reponden yang - 80% 90% 95% | 100% tenaga teknis
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puas terhadap pelayanan dan non
peradilan teknis
peradilan




